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KEPUTUSAN KEPALA DESA ..................
KECAMATAN .................. KABUPATEN .................. 
NOMOR : …………

TENTANG

PENETAPAN TIM DELEGASI DESA
PADA MUSRENBANG KECAMATAN ......... TAHUN .........

KEPALA DESA ..................

	Menimbang
	:
	a. bahwa sesuai dengan Pasal 43 dan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) Desa yang disampaikan melalui camat untuk menjadi materi pembahasan di dalam Musrenbang kecamatan dan kabupaten/kota;
b. bahwa demi kelancaran jalannya pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tentang Penyusun RKP Daerah Kabupaten ......... perlu mengangkat Tim Delegasi Desa yang bertanggung jawab untuk mengawal rancangan DU-RKP Desa); dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa untuk membentuk Tim Delegasi Desa sebagai wakil pemerintah desa dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor ......... Tahun ......... tentang Pembentukan Kabupaten ......... di Provinsi .........  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ......... Nomor .........);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten ......... Nomor ......... Tahun ......... tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ......... Tahun ......... Nomor .........);
11. Peraturan Daerah Kabupaten ......... Nomor ......... Tahun ......... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ......... Tahun ......... Nomor .........);
12. Peraturan Bupati ......... Nomor ......... Tahun ......... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten ......... Tahun ......... Nomor .........); dan
13. Peraturan Bupati ......... Nomor ......... Tahun ......... tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten ......... Tahun ......... Nomor .........).


	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Tim Delegasi Desa ......... pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tahun ......... di Kecamatan ......... adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.


	KEDUA             
	:
	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Mewakili pemerintah desa dalam pelaksanaan Musrenbang kecamatan;
b. mengawal prioritas usulan desa sebagaimana dalam rancangan DU-RKP Desa pada saat pembahasan usulan yang dilaksanakan pada saat Musrenbang Kecamatan;
c. bersama Tim Penyusun RKP Desa menyempurnakan rancangan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) Desa; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.


	KETIGA
	:
	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .........


	KEEMPAT
	:
	Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Di tetapkan di	:	…………………….
Tanggal	:	…………………….
KEPALA DESA .....................


nama, tanda tangan & cap

(....................................)
             
       

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Camat ..........
2. Yang bersangkutan



LAMPIRAN :	KEPUTUSAN KEPALA DESA ..................
	Nomor	:	………….……
	Tanggal	:	……………………...…………….


TIM DELEGASI DESA
PADA MUSRENBANG KECAMATAN ......... TAHUN .........

	NO
	NAMA
	JABATAN/UNSUR
	JABATAN DALAM TIM

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




KEPALA DESA .....................


nama, tanda tangan & cap

(....................................)
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